[ SALINAN ]

BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

DETAIL RINCIAN OBJEK TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PELAYANAN
KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH GERBANG SEHAT MAHULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27
ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah serta Pasal 60 ayat (4) Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Detail Rincian Objek
Tarif Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Gerbang Sehat Mahulu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5395);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);




4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Mahakam Ulu Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DETAIL RINCIAN

OBJEK  TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
GERBANG SEHAT MAHULU.

BAB 1
KETENTUAN UMUIM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.

Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
Kabupaten Mahakam Ulu.

Rumah Sakit Umum Daerah Gerbang Sehat Mahulu yang
selanjutnya disingkat RSUD GSM adalah fasilitas pelayanan
kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat
dan upaya kesehatan perseorangan tingkat dua, dengan lebih
mengutamakan upaya Kuratif dan Rehabilitatif untuk mencapai
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah
kerjanya.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah sistem yang diterapkan oleh RSUD GSM dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai

pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
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10.

11.

12.

13.

14

(1)

(2)

Direktur adalah Direktur RSUD GSM.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk pelayanan Kklinik,
pelayanan kesehatan masyarakat dan praktek pendidikan
kesehatan.

Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan kepada pasien
untuk membantu penegakan diagnosis, terapi, dan penunjang
lainnya.

Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan
observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik baik di dalam
dan di luar Gedung serta pelayanan kesehatan lainnya tanpa
menginap di Rumah Sakit.

Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang untuk keperluan
observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dengan
tinggal di ruang rawat inap, baik untuk pasien dengan perawatan
umum maupun kebidanan/ kandungan.

Tarif Layanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Tarif adalah
imbalan yang diterima RSUD GSM atas jasa dari kegiatan
pelayanan maupun nonpelayanan yang diberikan kepada
pengguna jasa.

Jasa Pelayanan adalah dampak yang diterima oleh pelaksana yang
secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan
kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan,
pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan/atau
pelayanan lainnya.

.Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian

sarana, alat, bahan medis, dan fasilitas yang digunakan dalam
rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau
rehabilitasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam
melaksanakan pemungutan Tarif di BLUD RSUD GSM.

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian
hukum dalam pelaksanaan pemungutan Tarif di BLUD RSUD

- GSM.




(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB III
DETAIL RINCIAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Jenis Pelayanan Kesehatan meliputi:

a. Rawat Jalan;

b. Rawat Inap;

c. Gawat Darurat;

d. Kamar Operasi (OK) ;

e. Kamar Bersalin;

f. Tindakan Medicolegal,

g. Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis; dan
h. Pelayanan Administrasi dan Pelayanan lainnya.

Detail rincian objek dan besaran tarif Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KOMPONEN DAN PERHITUNGAN TARIF

Bagian Kesatu

Komponen Tarif

Pasal 4

Tarif RSUD GSM untuk Kkegiatan pelayanan diperhitungkan
berdasarkan komponen jasa sarana dan jasa pelayanan pada
rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.

Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan imbalan yang diterima oleh RSUD GSM atas
pemakaian akomodasi, bahan nonmedis, obat-obatan, bahan/alat
kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka
Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Penunjang Medis.

Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas
jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka Pelayanan Medis,
Pelayanan Penunjang Medis dan/atau pelayanan lainnya.

Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
a. jasa tenaga kesehatan; dan

b. jasa tenaga lainnya.




(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

Bagian Kedua

Perhitungan Tarif

Pasal 5

Besaran Tarif dihitung berdasarkan biaya satuan dengan
mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya
beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang
sehat.

Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan
RSUD GSM dibagi dengan total kegiatan.

Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari belanja pegawai,
belanja jasa pelayanan, belanja bahan, belanja barang dan jasa,
belanja pemeliharaan, belanja administrasi, belanja langganan,
dan biaya lainnya dalam rangka kegiatan operasional RSUD GSM.

Perhitungan Besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:

a. Perhitungan tarif rawat jalan.

b. Perhitungan tarif rawat inap.

c. Perhitungan tarif rawat darurat ditetapkan lebih besar dari titik
impas dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas
kepatutan.

Pasal 6

Biaya jasa sarana untuk tarif rawat jalan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (4) huruf (a), dihitung dari total biaya sarana
dibagi total volume kegiatan jumlah kunjungan dalam 1 (satu)
tahun.

Biaya jasa sarana untuk tarif rawat inap sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (4) huruf (b), dihitung dari total biaya masing-
masing sarana rawat inap dibagi jumlah volume kegiatan masing-
masing sarana sesuai kelas perawatan dalam 1 (satu) tahun.

Biaya jasa sarana untuk tarif rawat darurat sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) huruf (c), dihitung dari total
biaya sarana dibagi total volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

Biaya jasa pelayanan diperhitungkan dengan mempertimbangkan
masukan dari berbagai unsur pelayanan di RSUD GSM yang sama
harus diperhitungkan sama di semua kelas pelayanan.
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(2) Penentuan besaran biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan mempertimbangkan keberlangsungan
pelayanan.

Pasal 8

Dalam hal RSUD GSM melakukan kerja sama operasional dengan
mitra kerja sama operasional, tarif yang dikenakan kepada
masyarakat terhadap layanan yang dihasilkan dari kerja sama
operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dan tidak melebihi pagu tarif maksimal.

BAB V
BESARAN TARIF

Pasal 9

(1) RSUD GSM dapat mengklaim pemeriksaan kesehatan umum
Penduduk Daerah sebesar 40% (empat puluh persen) dari Tarif
pemeriksaan kesehatan umum penduduk luar Daerah sebagai jasa
pelayanan yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja
Daerah.

(2) Jasa Sarana atas pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa obat-obatan dan bahan medis habis pakai
dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 10

(1) RSUD GSM dapat mengklaim pemeriksaan/pengobatan gigi
penduduk Daerah sebesar 40% (empat puluh persen) dari Tarif
pemeriksaan/pengobatan gigi penduduk luar Daerah sebagai jasa
pelayanan yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja
Daerah.

(2) Jasa Sarana atas pemeriksaan/pengobatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa obat-obatan dan bahan medis
habis pakai dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja
Daerah.



BAB VI
PEMANFAATAN TARIF

Bagian Kesatu
Pembebasan Tarif

Pasal 11

Direktur RSUD GSM selaku pimpinan BLUD dapat memberikan
pembebasan tariff.

Pasal 12

(1) Pembebasan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat
diberikan kepada:

(2)

(3)

a.
b.
c.

pasien tidak mampu membayar;

kondisi atau situasi tertentu;

pelayanan kesehatan yang diberikan bagi pegawai RSUD GSM
sebagai bagian dari program keselamatan dan kesehatan kerja
RSUD GSM;

. pelayanan atas dasar perjanjian kerja sama penyelenggaraan

layanan kesehatan dengan institusi tertentu, dengan mengatur
hak dan kewajiban masing-masing pihak dan dilaksanakan
sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-undangan,
dapat diberikan pengurangan tarif tertentu melalui proses
negosiasi antar pihak, dengan mempertimbangkan potensi
volume layanan yang dapat diberikan serta potensi pendapatan
BLUD; dan/atau

. pelayanan kesehatan berupa tindakan medis dan/atau

pemeriksaan bagi pegawai RSUD GSM yang tidak menggunakan
jaminan kesehatan yang dimilikinya, dengan pertimbangan
efisiensi waktu kerja pegawai RSUD GSM serta kesinambungan
operasional layanan, dikenakan pembiayaan jasa sarana sebesar
70% (tujuh puluh persen) dari nilai tarif yang berlaku.

Kondisi atau situasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas:

a.

pelayanan dalam keadaan emergensi dan bencana yang meliputi
banjir, gempa bumi, kebakaran, investigasi, tersambar petir,
dan gunung meletus;

.kejadian yang diakibatkan kerusuhan/huru-hara yang

mengakibatkan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan
menjadi rusak; atau

. kejadian yang diakibatkan kesalahan alat/standar prosedur

operasional/human error yang menimbulkan korban.

Pembebasan sebagian atau seluruh tarif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan keuangan
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RSUD GSM dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengeluaran

Pasal 13

(1) Pengeluaran RSUD GSM yang terdiri atas pengeluaran untuk
belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal sesuai
dengan kemampuan keuangan RSUD GSM.

(2) Penggunaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan oleh Kepala RSUD GSM yang meliputi pengeluaran
untuk:
a.belanja barang/jasa dan belanja modal; dan
b.belanja pegawai.

(3) Penggunaan pengeluaran untuk belanja barang/jasa dan belanja
modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan
dengan proporsi paling banyak 40% (empat puluh persen) dengan
memperhatikan keberlangsungan pelayanan.

Bagian Ketiga
Jenis dan Tarif Baru
Pasal 14

(1) Dalam menetapkan jenis kegiatan pelayanan, kegiatan
nonpelayanan dan tarif layanan sementara untuk jenis layanan
baru yang belum ditetapkan tarifnya, Direktur RSUD GSM
mengusulkan Tarif Layanan BLUD kepada Bupati.

(2) Tarif layanan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Bupati paling lama 6 (enam) bulan sejak usulan
disetujui.

(3) Jenis layanan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan jenis layanan dari detail rincian objek yang menjadi
bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam peraturan
Daerah mengenai pajak Daerah dan Retribusi.




BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 30 Desember 2024

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN MAHAKAM ULU,
ttd

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2024 NOMOR 45

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

T

ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum

NIP. 19820402 201001 1 016




